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BUPATI GARUT 

 

LD. 5  2013 
R 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

NOMOR 5 TAHUN 2013 

TENTANG 

PENGELOLAAN AIR TANAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GARUT, 
 

Menimbang       :  a. bahwa dengan semakin meningkatnya 
perkembangan pembangunan di Kabupaten 

Garut yang berpengaruh terhadap 
peningkatan kebutuhan masyarakat 

terhadap air tanah dan untuk memelihara 
kelestarian sumber daya alam serta 

lingkungan khususnya sumber daya air, 

perlu mengatur pengelolaan air tanah agar 
dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan 

masyarakat dan lingkungan secara 
berkelanjutan dengan berlandaskan pada 

asas kelestarian, asas keseimbangan, asas 
kemanfaatan umum, asas keterpaduan dan 

keserasian, asas keadilan, asas kemandirian, 

asas transparansi dan akuntabilitas;   
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pengelolaan Air Tanah. 

 
Mengingat       : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 

tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3419); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 
tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4377); 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 5234); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4593);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 
tentang  Irigasi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 4624); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Sumber Daya Air 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4858); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 
tentang Air Tanah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4859);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 

tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5285); 
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15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang 

Penghematan Penggunaan Air Tanah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Garut Tahun 2006 Nomor 7) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 tahun 

2006 tentang Pedoman Pembentukan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 

2008 Nomor 27); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 

23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan 
Susunan Organisasi Dinas Daerah 

Kabupaten Garut (Lembaran Daerah 

Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 

2008 tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut 

(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 

2012 Nomor 7). 
 

 
 

 


